
----., PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDII(AN
Jl. Taobua Bungai No,70 I (0513)21175 Fax(0513)25466 Kode Pos.73514 Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAfi
KEPALA DINAS PENDIDIKA KABUPATEX KAPUAS

t{oLoR: 92- IsK /DlsDIK / 2Ot6

TEHTANG

PERUBAHAX UIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAII
TA AN KAHAK-I(ANAK XARTIXA XVII .23 XECA ATAN SELAT, XABUPATEN KAPUAS

Memperhatikan :

Menimbang

Mengingat

1-

a. bahwa rK KARnKA v-.ls Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sudah memenuhi syardt
dan sudah diberikan ljin Operasboal Peoyelenggraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

b. bahura liin Opefasional Penyeleoggaraan Fng diberikan kepada rx KARTDG v - 45

d(Fnti dan dialihkan kepda rK xARn(a xvtt-23 Kecamatan Selat lGbupate. Kapuas-

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan lJndang Undang Darurai
No-3 tentang Pembenfukan Dae€h l rngkat ll di tGlimantan Tengah ( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun '1953 No,g) sebagai undang.Undang ( Lembaran
Neqara Republik lndonesia Tahun 1959 No,72, Tembusan Lembaran Negat'a Republik
lndonesia No 1820);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 lenbng Keseiahteraan Anak;

3. Undanq-Urdang Nomor 23 Tahun 2002 l€ntang Perlindungan Anak;

4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemtaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4301);

5. Undang-{Jndang Nomot 32 Tahun 2004 tentrang Pemedntahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Iahun 2(m4 Nomor '125, Tambahan Lembaran NegaG
Replblik lndonesia Nomor 4,137), sebagaimana telah b€befapa kali diubah terakhir
dengan uodang-undang Nomor 12 Tahu 2008 tentang perubahan kedua abs Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 20(}4 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negera
Republik |tdonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lemba.an Negara Republik
lndonesra Nomor 4844);

6- Peraturan. Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentanq Peran Serta MasyaEkat dalam
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndon6ia Tahun 1992 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones_ia Nonrcr 3485);
7. Perafuran Pemetintah Nomor 55 Tahun 19gA tentang Perubahan Atas Perafuran

Pemerintah Nomd 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik tndotqsb Tahun 1998 Nomor go, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3763);

B. PerafuEn Petneintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang S'tsndar Nasional Pendiclikan
(LembaEn Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 42' Tambahan LemMran
Negara Republk lndonesia Nomor 4496):

S Pe;furan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OO5 tentang Badan AkrediEsi Nasional

Sekolahfrladrasah (BANSM);

KEPALA DI AS PEI{DIDIKAN KABUPATEH KAPUAS,

S{rat Ketua Yayasan yGrtka Jaya Koordinato. XXXVII Kuala t(apuas Cabang XVll
Tanjung Pura Nomor : B/16/MlU20'16/Bil Dik perihal Permohonan ljin Operasional
TK KARTII(A XMI . 21.

Surat Keterangan domisili dari Kefua Yayasan Kartka Jaya Koordinator xxxvll Kuala
Kapuas Cabang XVll Tanjung Pura Nomor: B,/15lvllll2016 tanggal 23 Aguslus 2016

}?ng diketahui oteh Lurah Selat Hilir dan Camat Selat Hilir.



L
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentanq Pendanaan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 48&l);

11. Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenlang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeintah Nomor 66 Tahun
2010;

12 Peraturan Meflteri Pendidibn Nasional Nomor 16
Klalifikasi Akademik dan Kompetensi Gurui

13. PerafuGn Meiteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Tehun 2OO7 tentang Standa.

Tahun 2009 tentang Standar

129aNn0M, tentang Standar

Menetapkan
KESATU

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor I Tahun 2008 tentang ljrusan Pemedntah
tGbupaten lGpuas;

16- Pe€lulan Daeaah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 Perubahan at6 Peraturan
Daerah lGbupaten Kapuas Nomo. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja
Dinas Daerah lGbupaten Kapuas;

17. Pel3tulan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor I Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

IIEUUTUSKAN

',, ljin Operasionat Penyelenggaraan rl( xaRrlxa Y - 4s Keaamal,an Selat Kabupaten
Kapuas terhitung tanggal 25 Agustus 20'16 di cabul dan dinyabkan tidak berlaku hgi.

2. Terhihrng sEak tanggal 25 Agustus 2016 ljin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan diberikan kepacla Tx xaRTrr\A xur - 23 Kecamabn Seht lGbupaten
h?puas

Oalam penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai kewajiban antara lai. :

'1. W4ib menyeleflgarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak.
2. Wajib membuat hpo€n secaE be*ala sesuai ketentuan yang berlaku, dis€mpaikan ke

Dinas Pendklikan Kabupaten Kapuas.
3. Wajib mentaali perafuran yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan ( ljin operasional yang Mru)

selambat-lambahya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa LErakhir berlakunya ijin
oPerasional yang lama.

5. Segaia sesuatu yang berhubungan pembiayaan dan tenaga pendidk dan Kependidikan
Taman Kanak-Kanak adalah meniadi tanggung jae/ab Pimpinan Lembaga yang

bersangkutan-

liin Operasional be.iaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan di tiniau kembali
setelah jangka 2 (dua) tahun se.ialan pe*embangan Lembaga Taman Kanak-Kanak yang

bersangkutan-

Apabila Lembea Pendidikan pindah lokasi/tempat maka iiin operasional dinyatak€n frdak
Berlaku.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan kelentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembucafi. di samDaitan keDada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl diJakarb.
2- Kepala Dinas Pe.didikan Provinsi Kalimantan Tergah di Palangka Raya

3. Bupaii Kapuas di ttuala Kapuas-
4. Camat Selat cli Kua,a KaPUas.

5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selat di Kuala lGpuas.
6. Lurah Setat Hilir Kecamatan Selat di Kuala lGpuas


